
I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingka; n
dan Kotapraja ill Sumatera Selaian (Lcmbaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentllng Penyelenggaraan Negara Yang
Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismc (Lembaran Negara RT
Tahun 1999 Nomor75, Twnbabau Lembaran Negara Rl Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomm 17 Tahun 2003 tentang Keuangnn Negara (Lembman
Negara Rl Tahun 2003 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembenrukan Peraturan
Perundang-undangan '(Lembaran Negara RJ Tabun 2004 Nomor 53, Trunbahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

S. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pcngclolaan dan
Tangguug Jawnh Keuangan Negara.(Lcmbaran Negara Rl Tabun 2004 Nomor 66.
Trunbahan Lerobaran Ncgara RI.Nomor 4400);

6. UndWlg-Undnng Nomor 32 Tahun 2004 tentnng Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Ncgara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tumbuhan Lembaran Negam RI Nomor4437)
sebagaimana tclsh diubab beberapa kali temkhir dengan Undang - Undang
Noruor 12 Tahun 2008 ICllltlJlgPerubahan Undang - Undnng Nomor 32 Tahun
2004 tenUUlg Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Nagara Rl Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Ncgom Rl Nomor 4844):

7. Undang-Ulldol\g Nomor 33 Tahun 2004 ten lang Perimbangan KCU3J1gan Antsra
Pemerintah PUSSIdan Pcmerintahan Dacrsh (Lcmbarnn Negara Rot Tshun 2004
Namor 126, Tornbahan Lembarsn Negam R1Nomor 4438);

8. Peraruran Perncrintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntans!
Pemcrintahan (Lembaran Ncgara Rl Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lcmbarnn
Negara Rl Nomor 4503):

9. Peraruran Pemerintah Nomar 58 Tahun 2005 ICrltnng Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor l40, Tambahan Lembaran
NegamRl Nomor 4578);

10. Peraiuran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Barang Milik
NegJimlDaerah (Lembaran Negara RJ Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara RlNomor 4(09);

Mcngingat

Mcnimbang : a, bahwa guua mcmcnuhi kctentuau Pasal 75 Peraturan Pemerimah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai upaya
peningkatan Pendaperan Asli Dacrah (PAD), perlu mclakukan penyertaan modal
daerah pads Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Summers
Selaran dan Bangka Belitung yaug ducrapkan dcugan Peraiuran Daerah ;

b. bahwn berdasarkan pertimbangan sebagnimanu diroaksud huruf 8, pcrlu
membentuk Peraturan Daerah KOIllPalembang temang Penyenaan Modal Daerah
Pada Perseroan Terbaras (1'11 Bank Pcmbangunan Daerah Sumatera Selaian dan
Bongka Belitung,

TENTANG

PE.NYERTAAN MODAL DAERAHPADAPERSEROANTERBATAS (PT) DANK
1>EMRANCUNANOAEIV\O SUMATERA SELATAN DAN BAJ"iGKABarrUNG

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ~A

WALlKOTA J.lALEMBANG,

1>ERATURAN OAERAH KOTA 1>ALEMBANC

NOMOR :J..~ 'I'AHUN 2010



Paul 2

(I) Pen),Ct'UUUlmodal dncmh Pemerintah ROlli pada Bonk Somsel Hahel bertujuan
untuk meningkatkan dan mcngembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud
sebagai upays menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakar.

BAB II
TUJUAN

Dalam Pcraruran Daerah ini yang dlmaksud dengan :
I. Daerah adaJah KOlaPalembang;
2. Pemerintah KOla adaleh Pemerimah KOlaPalembang;
3. Walikota adalah Walikola Palembang ;
g. Perseroan Tcrbetas (PT) Bank, Pembangunan Dscrsh Sumarera SelSt811 dan

Bangka Belitung yang sclanjuinye disebut Bank SUlIlSCIBabel adalab Perseroan
yang sahamnya dimiliki oleh Pcmerintah Provinsi Sumatera Selaran dan
Pemerintah KotalKsbupatcn se Sumaiera Sclaum;

5. Pcnyenaan Mudal Daerah adalah investas! jMgka panJsng daerah yang bersifar
permanen padn pibak kctiga umuk menghasllkan pendapatan atau meningkatknn
pelayanan kepada masynrnkat;

6. Kns Umum Dnerah udalah rcmpnt penyimpanan uang dacrah )'Mg ditentuksn oleh
Walikota untuk mcnnmpung seturuh penerimaan daeroh dan digwUlkan untuk
membayar seluruh pengcluaran daerah;

7. Dividen adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas (PF) BMk Sumscl Babel
yang dibaglknn kepada parn pcmcll(lng so.ham sccara proporsionnl berdasarkan
besamya saham yang dimiliki;

3. Agio adaloh selisih Icbih antara hasll penjuaJan saham pada waktu cmisi dan nilai
nominalnya.

9. Anru:nrnn Pendapatan dan Bclnnjo Dacrah, yang selanjuuiye disebul Al'DD nd3lah
Anggaran Pendapatan dan Relnnja Dacrah KOla Palembang.

BABI
J.o(t:TENTUAN UMUM

PIISllI j

Dengan Perserujuae Bersams

DEWAN P"ERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

DAN

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

- Mcnetapkan: PERATURAN OAF-RAil TENTANG PI!:NYF.RTAAN MODAL DAERAH
PADA PF.RSEROAN TE1WATAS (P1) DANK PEMBANGUNAN DAERAll
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNC

II. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentantt Pedoman
Pengelclaan Keuangan Dacmh, sebagairnana telah diubah dcngan Peraturan
Mentcri Dolan! Negeri Nomor S9 Tahun 2007 tcntang Perubahan AllIS Peraturan
Menteri Dalwn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peramran Daerah Kota l'alcmbaJlg Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pcngclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah K010 Palembang Tahun 2007
Nomor z);

13. Peraturan Dacrah KOIll Palernbang Nomor 6 Tahun 2008 temana Urusan
Pcmerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah KOIll Palembang Tahtm 2008
Nomor S).



Pas1I1 S

(I) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pcraturan Daerah ini:

(2) Walikola dapat menunjuk Pejoh:n yang berwenang UDlukmcJakukan Pengswasan
BIOS penyenaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

DAB IV
PENGAWA$AN

Paul "
(I) Penycrtaan modal daerah Pcmerintah KOla prula Bank Sumscl Babel dapat

dinnggarkan atau akan disertakan dalam tahun anggaran 2010 sampai dcngan
tahuu nnggaran 201 3 rnaksimal sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puJuh milyar
napinb) aiau discsunikan dengan kernnmpuan keuangan doemb.

(2) Pcnyertaan modal daerah sebagaimana dirnaksud pada aYlil (I), merupakan
landasan hukum yang mcmuat kebijakan awaVinduk YMg mengaiur lcntnng
kebijnkan dan jumlah modal yang ditempatknn pada Bank Sumsel Babel.

(3) Penambahan penyc:rtaan modoJ daerah padn Aank Surnscl Babel djlak~n mc~nlui
mckanisme pernbahnsan APB)') Tahun anggaran berkenaan yang disesuaikan
dUllS811kemampuun kcunngan daerah,

Pasll13

(I) Pcnyertaan modal doeroh Pernerintah Kala pada Bank Samsel Babel yang berupa
modnJ saham Tahun 2004 adaJah scbesar Rp. 9.494.000.000,- (sembilan milyar
empat ratus scmbilan puluh empat juta rupiah) dengan sisa setoran sebesar
Rp. 181.285,65 (seratus delapan puJuh satu ribu dua ranis delapan puluh lima
enam puJub lima perseratus rupiah);

(2) Setoran lunai sebagai penycrtaan modol daerah Pemerinlah Kola dari Tahun Z005
sampal dengan Tahun 2009 adalah sebesar Rp, 9.500.000.000.- (Sembilan milynr
lima ratus juta rupiah);

(3) Jumlah kcseluruhan penyertaan modal daerah Pemerintah Kalil pada Bank Sumscl
Babel sampai dengan Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 18.994,181.285.65 (delupan
belas miJyar sembilan rnius sembilan pulub empat juta SCTaIUS dclapan puJuh ~tu
ribu duo rarus delapun puJuh lima enam puluh limn perseratus rupiah), yang Icrdiri
dwi :

II. ModaJ Sahnm sebesar Rp. 16.027.000.000,- (enam belas milyar dua puluh
Iujuh juta rupiah)

b. Agio Saham sebesar Rp. 2.965,982.000,- (duo milyar sembi Ian rates enam
puluh lima juta sembilan mtus delapan puluh dua ribu rupiah)

c. Sisa Sctoran sebesar Rp. 1.199.285,65 (SOtIJ jura seratus sembi Ian puluh
scmbilan ribu duo raius delnpan puluh lima enam puJuh lima perseratus
rupiah).

(4) Penyertaan modaJ daerah Pemerintah K-Olapada Bank SUJDSeIdllaksanekan oleh
Wolikota.

(5) PenynJuran -pcnycrtaan rnoda1 daerah dengsn cara pemindahbukuan dar:i rekening
Kas UmwnDaerah ke rekcning Kas Bank Sumscl Babel.

BABUI
PENYF.RTAAN MODAL

3
(2) Untuk mencapai tujunn sebliguinllula dimaksud f'8dn aY81(I), penyertaan modal

daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sIding menguntungkan,
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\V L1KOTA PALE1>fBANG,

Ditctapkan di Palembang
pads tanggal 1D£GEN66V. 2010

Agar setiap 01'811& dapat mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraiuran
Daerah ini dengan penempataunya dalem r .embamn Daerah KOla Palernbang.

PCr3tUl'8L1Daereh ini muloi berlaku scjak langgal diundnngkan.

PasalS

Hal-hal ya1l1l bersifat teknis belum cukup diatur dalam Peraruran DaeTah Ini,
scpanjang mengenai pelaksanaannya akan dintur lebih lanjut oleh Walikol8.

Pasal 7

BABVT
PENU11J1>

(2) Devidcn sebagaimana dimaksud pada ayat (I). disetorkan ke Kas Umum Dacrah,

(I) Deviden dan pcnyertaan modal daerah Pemerintah KOla yang dibagikan setiap
akhir tahun huku Bank Sumsel Babel menjedi hak daerah;

Pasal6

BABV
PEMBAGIAN VEVII)F.N




